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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun

1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang

dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik

atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman

transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S S dengan titik diatasnya
z Jim J Je
z Ha H Ha
z Kha Kh Ka dan Ha
2 Dal D De
3 Zal Z Z dengan titik di atas
J Ra R Er
J Zai V4 Zet




o Sa S Es

b Syin Sy Esdan Ye
o= Sad S S dengan titik di atas
o= Dad D D dengan titik di atas
L Ta T T dengan titik di atas
L Za Z Z dengan titik di atas
& Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

— Fa F Ef

S Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

o Nun N En

3 Wawu w We

» Ha H Ha

. Hamzah ‘ Apostrof

$ Ya’ Y Ye

Vi




2. Vokal

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
l=a =3
b= ¢ = ai ¢ =1
\ =Uu ‘5\ = au }‘ = ﬁ

3. Ta Marbutah
Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
contoh:
Laa 3l e ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah ,ati dilambangkan dengan/h/
contoh:
dabls ditulis fatimah

4. Syaddad (tasydid, geminas)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:
W) ditulis rabbana
gl ditulis al-birr
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5. Kata Sandang (artikel)
Kata sandang yang ditkuti oleh  “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:
el ditulis asy-syamsu
daJl ditulis ar-rojulu
o) ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh  “huruf qomariyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:
ol ditulis al-qamar
all ditulis al-badi
BN ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan
tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf

hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /*/.

contoh:
<l ditulis umirtu
£t ditulis syai'un
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ABSTRAK

Farhan Tubagus. 2022. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERPPU NO 2
TAHUN 2020 TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MASA
PILKADA PANDEMI COVID - 19 (STUDI PERBANDINGAN KAB.
PEMALANG DAN KAB. PEKALONGAN)

Dosen Pembimbingan : Dr. Ali Muhtarom M.H.I

Sebanyak 270 daerah di Indonesia menggelar Pilkada serentak di tahun 2020
dalam pandemi Covid — 19 pada 9 Desember 2020. Pilkada yang semula
dilaksanakan pada bulan September ditunda sampai bulan Desember 2020 sesuai
Perppu No 2 Tahun 2020. Penelitian ini menjawab persoalan bagaimana efektifitas
perppu no 2 tahun 2020 pada pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan.
Kemudian menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pilkada 2020 di Kab.
Pemalang dan Kab. Pekalongan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif melalui penelitian
lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, yang menghasilkan data
deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data skunder.
Dengan mengambil subjek penelitian di Kantor KPU Kab. Pemalang dan KPU Kab.
Pekalongan yang merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti Pilkada 2020 pada
masa Pandemi Covid — 19. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui
wawancara, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data — data yang ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektifitas Pelaksanaan 2020 sesuai Perppu
No 2 Tahun 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan bisa dikatakan Efektif
karena jumlah partisipasinya lebih tinggi dari Pilkada sebelumnya yaitu di atas 65%.
Hal ini terbukti dari beberapa pemilu sebelumnya pada tahun 2005, 2010, 2015.
Tingginya tingkat partisipasi dalam pilkada 2020 juga karena suksesnya sosialisasi
yang dilakukan oleh KPU ke daerah — daerah yang minim partisipasi, dan tingginya
partisipasi juga karena banyaknya para Pemudik yang pulang ke daerahnya akibat
pandemi Covid — 19 dan diberlakukannya sistem Locdown. Sedangkan dalam
perbandingan pelaksanaan pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan
adalah dalam pembentukan Badan Ad Hoc dan Debat Publik.

Kata Kunci : Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020, Pilkada, dan Covid — 19
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditetapkan oleh pemerintah
pada, 9 Desember 2020 pada masa pandemi Covid - 19.! Pemilihan Kepala Derah
Serentak tahun 2020 di selenggarakan di 270 daerah ( 9 provinsi, 224 kabupaten,
dan 37 kota ) di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten
Pekalongan. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang (Perppu)
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020. 2

Sebelum Indonesia dilanda pandemic virus Covid — 19, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sudah melakukan beberapa tahapan dalam melaksanakan pilkada
serentak 2020. Akan tetapi karena pandemic virus Covid — 19 ini, akhirnya KPU
mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor 179/PL02-kpt/01/KPU/111/2020 yang
mengatur tentang beberapa tahapan penundaan pilkada serentak tahun 2020,
diantaranya yaitu masa kerja panitia dan pelantikan, panitia Pemungutan Suara

(PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP), Verivikasi syarat dukungan

! Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, Problem Demokrasi Pilkada, (Jakarta :
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 2

2 Selvi Diana Meilinda, yulianto dan Meiliyana, Pilkada di era Pandemi : Tantangan
Partisipasi Pemilih, (Bandar Lampung : AURA Publisher, 2021). 195
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calon perseorangan, Pemutakhiran Penyusunan Daftar Pemilih, serta

melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Salah satu contoh dampak bencana ini di Indonesia yakni pada bidang sosial,
politik dan ekonomi.® Masalah di bidang politik juga menuntut perhatian yang
tidak kalah pentingnya. Hal ini tidak lepas dari adanya Pilkada Serentak yang
dilaksanakan pada tahun 2020. Banyak kalangan yang berpendapat pesimis dengan
keadaan yang terjadi pada saat ini mengingat banyak yang beranggapan bahwa
kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting apabila
dibandingkan dengan acara pesta Demokrasi yang diselenggarakan selama lima
tahun sekali ini. Namun disisi lain dapat kita pahami bahwa Pilkada 2020 yang
diadakan pada bulan desember ini juga merupakan amanat yang penting dari

Undang — Undang yang harus dilaksanakan.*

KPU dan Bawaslu menerangkan bahwa dalam proses pendaftaran bakal
pasangan calon yang ada di 270 daerah. Dalam penerapan protokol kesehatannya
masih rendah, baik di kalangan Tim pemenang masing — masing bakal pasangan
calon, maupun dari Pendukung Masanya. Masih banyak terjadi arak — arakan dan
kerumunan masa tanpa adanya menjaga jarak dan memakai masker. Pada situasi

pandemic Covid — 19 seperti sekarang ini pentingnya untuk menerapkan protokol

® lka Prawitasari dan Dewi Erowati, Efektifitas Pilkada Serentak tahun 2020 di Tengah
Pandemi Covid — 19 Indonesia, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3,
No. 3, (2021)

* Wahyu Wiji Utomo, Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Di
tengah Covid dan New Normal), Jurnal Al-Harakab Volume 03, Number 01 Jan-Jun 2020.



kesehatan untuk menghindari penyebaran virus. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020
pada masa Pandemic Covid — 19 menimbulkan banyak kekhawatiran. Bahkan
sejumlah pihak dan organisasi masyarakat bahwa sudah menyampaikan untuk
menunda Pilkada sampai kondisi yang memungkinkan. Komnas HAM dan Ormas
Islam meminta Pilkada serentak 2020 ditunda. Mereka khawatir pelaksanaan
pilkada serentak akan membuat penyebaran virus Covid — 19 akan meningkat

karena banyaknya kegiatan mengumpulkan masa.

Meskipun dalam situasi Pandemic Covid — 19 saat ini dapat memicu situasi
yang sulit bagi pelaksanaan pilkada 2020, akan tetapi juga dapat mendorong dalam
mekanisme sistem kampanye yaitu tidak lagi dengan mengumpulkan kerumunan
masa, akan tetapi digantikan dengan menggunakan metode Online/Daring. Para
calon kepala daerah harus terbiasa dengan cara ini. Pilkada pada masa pandemic
ini bisa menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya agar dapat

lebih baik lagi.

Dalam perppu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, melalui rapat kerja Komisi
I DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu hingga DKKP
bersepakat untuk melanjutkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan

penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol

® Achmadudin Rajab, “Urgensi Pelaksanaan Pilkada di tengah pendemi Covid — 19 pada
tahun 2020 sesuai perpu No.2 Tahun 20207, Jurnal Rechts Vinding (media pembinaan hukum
nasional), Vol. 2, No. 4, (2021) : 54



kesehatan Covid — 19.° Menurut Zulfikar, selaku Anggota Komisi Il DPR RI
menyebutkan ada beberapa alasan mengapa pemerintah dan DPR memutuskan
untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020, salah satunya yakni untuk
menjaga hak konstitusional rakyat, menegakan konstitusi, menjaga demokrasi,
menjamin hak konstitusi rakyat, serta memelihara sistem yang ada. Disisi lain,
Pilkada di tengah pandemi ini akan menjadi momentum bagus dalam menentukan
pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah — tengah

masyarakat. ’

Adapun Tiga ( 3 ) perubahan yang sangat pokok yang diatur dalam Perppu
No. 2 Tahun 2020 yang mempengaruhi perubahan jadwal pelaksaan pilkada ini
yakni Pertama, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non - alam sebagai
alasan penundaan rangkaian pilkada. Kedua, Pasal 122 A berkenaan dengan
penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan
pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, Pasal 201 A Pilkada yang pada awalnya
akan dilaksanakan pada bulan september 2020 ditunda dan akan diselenggarakan
pada bulan desember 2020, dengan alasan Bencana Non-alam Pandemi COVID -

19.% Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa

® |ka Prawitasari dan Dewi Erowati, Efektifitas Pilkada Serentak tahun 2020 di Tengah
Pandemi Covid — 19 Indonesia, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3,
No. 3, (2021)

" Devira Prastiwi, Kaum Milenial Indonesia Beberkan Alasan Pilkada 2020 Tetap Harus
Berlangsung https://m.liputan6.com/pilkada/read/4377406/kaum-milenial-indonesia-beberkan-alasan-
pilkada-2020-tetap-harus-berlangsung . (Diakses tanggal 22 November 2021)

8 peraturan Pemerintah Pengganti Undang — undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang — Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan


https://m.liputan6.com/pilkada/read/4377406/

ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Namun
demikian, Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai Open Legal Policy
(Kebijakan Hukum Terbuka) masih Memungkinkan Terjadinya Perubahan, yakni
penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi Covid-19 belum

mereda.

Pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, menimbulkan beberapa
pertanyaan, yaitu dengan kondisi pandemic virus seperti ini apakah jumlah
partisipasi akan menurun atau bahkan akan meningkat pada pemilihan kepala
daerah di Kabupaten Pemalang dan kabupaten Pekalongan. Serta apakah jaminan
penyelenggara dalam hal ini KPU menerapkan protokol kesehatan selama
pengambilan suara di TPS dapat memberikan rasa aman bagi pemilih. Sebagai
penulis peneliti memasukan argumentasi mengenai efektifitas Pelaksanaan Pilkada
2020 di tengah pandemi untuk menjamin partisipasi pemilih sesuai amanat
konstitusi pada UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, mencermati efektifitas
pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dimasa Pandemi ini perlu di analisis secara

mendalam.

Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaiman Perbandingan Efektifitas Pelaksanaan Perppu Nomor 2 Tahun 2020
di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan.?
2. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 di Kab.

Pemalang dan Kab. Pekalongan.?

C. Tujuan

Penelitian yang penulis angkat bertujuan untuk :

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Bagaimana Perbandingan Efektifitas
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2
Tahun 2020 di Kab. Pemalang dan kab. Pekalongan

2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Bagaimana Implementasi Pelaksanaan

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis



a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mahasiswa
hukum, khususnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam situasi Non -
Bencana.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-
penelitian selanjutnya, terutama penelitian tentang Efektifitas Pilkada pada
situasi Non - Bencana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk
peneletian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat sebagai masukan kepada Pemerintah dan khususnya
Panitia Pelaksana Pemilihan Umum dalam upaya menyelenggarakan Pesta
Demokrasi agar lebih memahami kondisi yang ada di sekitar Masyarakat.

b. Dapat menjawab persoalan-persoalan mengenai bagaimana pelaksanaan
Pemilihan Umum pada situasi Non - Bencana.

c. Sebagai tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1)
dalam ilmu hukum tata negara.

E. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penulis ketahui, adanya tinjauan pustaka difungsikan untuk
mengetahui apakah objek sasaran yang akan diteliti sudah diteliti atau belum.
Didalam penelitian ini juga, peneliti telah meninjau beberapa sumber yang dapat
digunakan sebagai bahan rujukan dalam membuar sebuah penelitian. Adapun yang
berkaitan dengan hasil penelitian ini, diantaranya tulisan yang penulis temukan

adalah :



Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sahid, yang berjudul :
”Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada)  serentak Tahun 2015 Studi Kasus di Desa tanjung Aru dan
Desa Selengot, kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser”. Dalam
Penelitian tersebut membahas mengenai presentase jumlah pemilih dalam
menggunakan hak pilihnya antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, dan
beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakatnya. Yang pertama
Faktor Pendidikan, para pemilih kebanyakan pemilih pemula yang baru lulu SMA,
kedua Faktor Kesadaran Politik, Desa Tanjung Aru lebih ke Partisipasi Aktif dan
Desa Selengot lebih ke Partisipasi Pasif, ketiga Faktor Status Sosial, Desa Tanjung
Aru status pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan

Desa Selengot status pekerjaan tidak berpengaruh terhadap partisipasi mereka.’

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Aprista Ristyawati, yang berjudul :
“Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid — 19 di
Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang dampak positif dan negatif dalam
pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Dari penelitian tersebut juga dapat

disimpulkan bahwa pilkada adalah konsekuensi logis dari sebuah negara

° Ahmad Sahid, “Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kabupaten Paser”, E-Jurnal Pemerintahan Integrattif, Vol. 6, No. 2, (2018) : 152



demokrasi. Pilkada sejatinya mengandung amanat demokrasi negara. Hak

konstitusional pemilih dan dipilih harus tetap terpenuhi. *°

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Alwanuddin, Budiman dan Jumansyah.
yang berjudul : “Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan
Umum Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan
Tanjung Harapan, Kabupaten Paser”. Hasil Pembahasan dari Penelitian diatas
ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi ~ politik ~ masyarakat
di kecamatan tersebut, yaitu : Figuritas Calon (dimana para calon kandidat
melakukan pendekatan yang dapat menembus kelapisan masyarakat secara
langsung), Sistem Kampanye (strategi yang akan digunakan calon kandidat
dalam mempengaruhi sebuah partisipasi) dan Mekanisme Pemilihan (sistem
proposional dengan tingkat perhatian dalam setiap proses pemilihan umum

berlangsung).

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Mookhammad Samsul Arif, yang
berjudul : “Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai upaya menjamin Legitimasi
Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi
Covid-19”. Penelian tersebut membahas mengenai proses penyelenggaraan

Pilkada sesuai protokol kesehatan, serta mendorong masyarakat agar mengikuti

10 Aprista Ristyawati, “Efektivitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada masa pandemi
darurat Covid — 19 di Indonesia”, Jurnal Cprepido, Vol. 2, No. 2, (2020) : 63

11 Alwanuddin, Budiman, dan Jumansyah, “Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat
dalam Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan
Tanjung Harapan, Kabupaten Paser”, E Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol. 8, No. 3, (2021) :
172
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partisipasi dalam pemilihan Pilkada di tengah Pendemi. Dan untuk
mewujudkan Pilkada Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang
tinggi, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong
minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua,
penyelenggaran dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform
sebagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan isentif
kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS
sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap

pemilih.*2

Dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah persamaan dalam kajian
unsur efektifitas dalam pelaksanaan pilkada pada masa pandemi dan
perbandingannya. Penelitian ini lebih mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2020
tentang pemilihan Bupati, gubernur dan walikota. Sehingga dapat diketahui

apakah pilkada 2020 kemarin sudah berjalan efektif.

F. Kerangka Teori

1. Efektifitas Hukum

a) Pengertian Efektifitas

Berbicara tentang efektifitas, maka tidak bisa lepas dengan yang
namanya keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektifitas berasal

dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan

2 Mookhammad Samsul Arif, “Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai upaya menjamin
Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid -
197, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2, No. 1, (2020)
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dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait
dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

sesungguhnya dicapai.*?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas secara
etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada
pengaruhnya, akibat dan sebagainya.'* Efektifitas hukum berarti bahwa
orang benar — benar berbuat sesuai dengan norma — norma hukum
sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma — norma itu benar —
benar diterapkan dan dipatuhi.*® Tujuan hukum adalah untuk mencapai
kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam
masyarakat. Kepastian hukum menghendaki kaedah — kaedah hukum
yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah — kaedah tersebut
harus ditegakan atau dilaksanakan dengan tegas.™

Dari pengertian di atas, efektivitas hukum berarti bahwa indikator
efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu

target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.!’ Dan

13 Sabian Usman, Dasar — Dasar Sosiologi, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), 13

14 peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, ( Jakarta : Modern English Press,
1991), 376

'> Sabian Usman, Dasar — Dasar Sosiologi, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), 12

16 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976), 40

"7 Sabian Usman, Dasar — Dasar Sosiologi, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), 13



b)
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jika Kriteria tersebut tercapai, maka peraturan atau program tersebut akan
dapat dikatakan efektif.
Pendekatan Efektivitas
Sebuah Pendekatan Efektifitas dilakukan acuan bagian — bagian
berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan masukan berupa
berbagai macam sumber dari lingkungannya sendiri. Kegiatan dan proses
internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau
program yang kemudian dilemparkan kepada lingkungannya sendiri. Ada
tiga Pendekatan Efektivitas yang dapat dijadikan pokok sebuah efektivitas
suattu program yaitu :
1) Pendekatan Sasaran
Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga
mencapai keberhasilan dalam menjalankan programnya. Pendekatan
ini dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur output
tingkat keberhasilan programnya.
2) Pendekatan Sumber
Pendekatan Sumber merupakan pendekatan yang teoritis yang
pentng untuk dilaksanakan oleh suatu lembaga atau organisasi. Karena
lembaga harus mempunyai sumber sebagai sistem agar suatu program
dapat berjalan efektif.

3) Pendekatan Proses
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Pendekatan Proses merupakan pendekatan yang lebih kepada
perhatian sebuah kegiatan yang sedang berlangsung, dengan sumber —
sumber yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi.”®

c) Pengukuran Efektivitas
Suatu program dapat dijadikan suatu acuan sebagai barometer capaian
terlaksananya suatu program, Pengukuran efektivitas secara umum dapat
dilihat melalui beberapa kriteria yaitu :
1) Keberhasilan Program
2) Keberhasilan Sasaran
3) Kepuasan terhadap Program
4) Tingkat Input dan Output
5) Pencapaian tujuan secara menyeluruh.'
d) Efektivitas Hukum dalam Masyarakat
Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai
kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku
manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya
ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari
hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif
maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat

dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan

18 Aswani Sujud, Mitra Fungsional Administrsi Pendidikan, (Yogyakarta : Graha llmu, 1998),
159

19 J.P Gambel, Riset Dalam Efektifitas Organisasi, (Jakarta : Erlangga, 1989), 121
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aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi
dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan
(compliance), dengan kondisi tersebut menunjukan adanya indikator
bahwa hukum tersebut adalah efektif.?’

e) Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan. Partisipasi merupakan suatu gejala
demokrasi dimana orang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaanya.
Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga,
maupun bentuk-bentuk lainya yang bermanfaat. Partisipasi yang dilakukan
warga negara tidak hanya pada tahapan implementasi/pelaksanaan, tetapi
secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan/formulasi kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.?

f) Partisipasi Politik

Partisipasi Politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik
dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi
yang lebih jelas. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikut sertaan
dalam konteks politik. Umumnya para ahli mendefinisikan, partisipasi

politik adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat

20 Sperjono Soekanto, Pokok — Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2007), 110

! Ahmad Sahid, Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, E-Jurnal Pemerintahan Integrattif, Volume 6, Nomor 2, 2018
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secara aktif di dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara
bersama — sama secara langsung atau tidak langsung.?

Miriam Budiardjo mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan
sesorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan
politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau
tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerinah (public policy). Kegiatan
ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,
menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan contacting atau lobbying
dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai
atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya.”®

g) Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perbandingan adalah
Perbedaan atau Selisih kesamaan, Persamaan serta Ibarat, sedangkan
Membandingkan adalah Menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya
untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
perbandingan adalah perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa obyek

dengan alat pembanding. Dari perbandingan ini dapat di peroleh persamaan

%2 Yalvema Miaz, Partisipasi Politik : Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan
Reformasi, (Padang : UNP Press, 2012 ) hal 20

8 Ahmad Sahid, Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, E-Jurnal Pemerintahan Integrattif, Volume 6, Nomor 2, 2018.
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dan perbedaan dari objek atau objek — objek tadi dengan alat
pembandingnya atau dari objek yang satu dengan objek yang lainnya.**

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum merupakan konsep dari demokrasi prosedural, serta cara
yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Indonesia
yang menjalankan sistem pemilu berguna untuk mengisi jabatan — jabatan
seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota
DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, serta Anggota DPRD Kota.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah wujud
bagaimana sistem demokrasi beroperasi di indonesia pada tingkat lanjut.
Pemilu yang berasas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah

diupayakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.?

Asas — asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
adalah salah satu ciri sistem laksana demokrasi. Dimana pangkal tolak pikir
kasus atau jalan dan sekaligus sarana untuk mewujudkan tata hubungan atau
kondisi yang dikehendaki. Asas pilkada dapat dikategorikan sebagai prinsip —

prinsip atau pedoman demokrasi dalam proses penyelenggaraan pilkada.

% Hi Yahya AD, Mengenal llmu Perbandingan Pendidikan, (Bandar Lampung : Fakta Press,
2011), 13

% Hertanto. dkk, Pilkada di masa Pandemi : Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif,
(Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Raharja, 2021), 3
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Dimana keberadaanya tentu harus mencerminkan dalam tahapan kegiatan atau

diterjemahkan secara teknis dalam kegiatan pilkada.?

Pemilihan kepala daerah di indonesia pada tahun 2020 digelar secara
serentak untuk daerah — daerah yang masa jabatan kepala daerahnya
berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak
pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan
dilndonesia. Pelaksanaan pemungutan suara di gelar secara serentak pada
bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan
kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian

9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.?’

Pilkada merupakan sarana pembelajaran yang menerapkan demokrasi
bagi masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat membentuk pemahaman
bersama dengan seluruh warga negara, sehingga menyadari pentingnya
memberikan hak suara dan memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan

hatinya.

3. Pengertian Corona Virus (Covid — 19)
Penyakit Virus Corona (Covid — 19) adalah Penyakit menular yang
disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebar dari mulut

atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang

% Joko J.Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah langsung, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2005), 206

*7 Hertanto. dkk, Pilkada di masa Pandemi : Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif,
(Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Raharja, 2021), 147
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tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau bernafas. Partikel ini dapat
berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang
lebih kecil. Sebagian besar orang yang tertular Covid — 19 akan mengalami
gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus.
Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan
medis.”®

Wabah Corona Virus Disease (COVID — 19) yang terjadi saat ini
semakin meresahkan tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan publik,
tetapi juga banyak sektor lain mulai dari Ekonomi, Pendidikan, Budaya,
Sosial, Politik hingga Pemerintahan. Secara khusus dalam bidang Politik,
Pandemi Covid — 19 mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2020 mengalami penundaan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Covid — 19 di Indonesia,
maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, melalui Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang — Undang (PerPPU) No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan
Gubernur Bupati dan Wali Kota. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk
menjadwalkan ulang Pilkada 2020 yang awalnya dilaksanakan pada 23

September 2020 diganti menjadi tanggal 9 Desember 2020.%
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Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementrian Kesehatan RI,

“Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID — 19)”, (Jakarta, 2020), 11
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Aprista Ristyawati, Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi

darurat Covid — 19 di Indonesia, Jurnal Crepido, Vol 02, Nomor 02, (2020) : 52
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G. Metode Penelitian

Anggapan dasar pada suatu hal yang berfungsi sebagai pijakan berfikir dan

bertindak guna pelaksanaan penelitian, hal ini disebut sebagai metode penelitian.*
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Yuridis
— Empiris yaitu Penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada
dalam praktek di lapangan dengan cara memadukan bahan — bahan hukum

dengan data yang diperoleh dari lapangan.®

2. Jenis Pendekatan
Jenis Pendekatan Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah
Pendekatan Kualitatif, yaitu Pendekatan dalam mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan — bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.*?
3. Sumber Data
Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data
yaitu :

a. Data Primer

% juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 254

*! Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Baki,
2004), 134

*2 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017 ), 75



20

Data Primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh peneliti
dari sumber asli, yang memuat informasi atau data tertentu.®* Dalam
penelitian ini penulis mengambil data pilkada 2020 resmi dari kantor KPU
Kab. Pemalang dan KPU Kab. Pekalongan.

b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang mendukung data utama atau
memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.>* Sumber data skunder
dalam penelitian ini adalah Perppu No 2 Tahun 2020, buku — buku hukum
rujukan, jurnal hukum, surat kabar dan situs — situs dalam internet yang
berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020.
4. Langkah — Langkah Penelitian
a. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai
berikut :
1) Observasi
Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data
untuk tujuan penelitian ilmiah, terkadang perlu memerhatikan sendiri
5

bagaimana fenomena, atau menggunakan pengamatan orang lain.’

Dimana dalam kegiatan yang dilakukan mencari data untuk memberikan

% Tatang M. Amirin, Penyusunan Rencana Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
1995), 132

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
1998), 195

% Uhas Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung :
Refika Aditama, 2012), 209
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kesimpulan atau diagnosis yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkada
2020.
2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupaka sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh
peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik dari penelitiannya
secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban — jawabannya sendiri.*
Wawancara diperlukan sebagai pembantu karena tidak semua hal dapat di
observasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif dan
pengalaman masa lalu responden atau informan.*” Langkah ini diambil,
untuk mengetahui informasi Efektifitas pelaksanaan pilkada 2020 di Kab.
Pemalang dan Kab. Pekalongan. Dalam hal ini responden yang di
wawancarai adalah Bagian dari Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di Kab. Pemalang dan
Kab. Pekalongan.

b. Teknik Analisis Data
Pada upaya ini dipilih salah satu tipe penelitian kualitatif, dimana
analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian
dilaksanakan. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara
sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi,
serta mereduksi, selanjutnya mengenai efektifitas penyajian data serta

menyimpulkan data.

% Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnotik, (Yogyakarta : Leutikaprio, 2016), 1
%7 Uhas Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung :
Refika Aditama, 2012), 213 214
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Dari hasil keseluruhan informasi yang ada, maka selanjutnya adalah
proses analisis data, dimana dalam hal ini adalah bagian yang sangat penting
guna menghasilkan suatu laporan dalam proses kegiatan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenaiy isi dan
hasil penelitian yang di wujudkan dalam bentuk karya tulis, maka penulis
mengklasifikasikan permasalah dalam lima BAB dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB | Pendahuluan yang merupakan uraian tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB Il Menjelaskan tentang Kerangka Teoritis dan Konseptuan, Teori Efektifitas
Hukum, dan Konsep Partisipasi, Pelaksanaan Pilkada serentak 2020

sesuai Perppu No 2 tahun 2020

BAB Il Memuat tentang Profil dan Pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai Perppu No 2

Tahun 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan

BAB IV Pada bab ini dijelaskan tentang Efektifitas Pelaksanaan Pilkada 2020
sesuai Perppu No 2 Tahun 2020 dan  Perbandingan partisipasi
masyarakatnya di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan. Dari hasil kajian
teoritis pada BAB 1l dan Il sebagai kajian penting bagaimana suatu

hukum tersebut bisa dikatakan Efektif.
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BAB V Berisi Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari materi yang telah di

uraikan dalam bab — bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan analisis yang telah
didapat pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

Perbandingan Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dan

Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pekalongan

Faktor Hukum

Kabupaten Pemalang sudah
memulai tahapan pilkada
2020, namun dalam
pelaksanaannya sempat
terhenti akibat  wabah
pandemi virus covid — 19.
Akan tetapi KPUb Kab.

Pemalang siap melaksanakan

kembali Pilkada 2020

Kabupaten Pekalongan
yang sudah membentuk
badan Ad Hoc, akan
tetapi untuk
pelaksanaannya sempat
terhenti akibat Pandemi
yang semakin menyebar.
KPU Kabupaten
Pekalongan  mengikuti

Pilkada 2020 sesuai

aturan dari Pemerintah

87
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dan amanat undang -

undang
Faktor Penegak | Dalam Mensukseskan | Dalam  Mensukseskan
Hukum Pilkada 2020, KPU | Pilkada 2020, KPU
Kabupaten Pemalang | Kabupaten Pekalongan
Melakukan Debat Publik | dalam melakukan Debat
dengan menggunakan siaran | Publik menggunakan
TV Nasional (Kompas TV) | siaran TV Lokal (TVRI
Jateng)
Faktor Sarana dan | Dalam perekrutan anggota | Dalam perekrutan

Fasisitas Pendukung

PPK dan PPS di Kabupaten
Pemalang sudah

menggunakan tes CBT

(Computer Based Test)

anggota PPK dan PPS di
Kabupaten Pekalongan
masih menggunakan tes

PBT (Paper Based Test)




89

Faktor Masyarakat

Partisipasi  di  Kabupaten
Pemalang belum mencapai
target nasional, akan tetapi
dalam Pilkada 2020 kemarin
untuk partisipasinya
merupakan Yyang tertinggi
dari Pilkada tahun - tahun
sebelumnya vyaitu 69,10%.
walaupun untuk partisipasi
di Kabupaten Pemalang

Selalu di bawah 65%.

Sedangkan di Kabupaten
Pekalongan tingkat
partisipasinya yaitu
78%, hal ini bisa
dikatakan mencapai

target nasional yaitu
77,5%. %. Untuk tingkat
partisipasi  di  Kab.
Pekalongan dalam
Pilkada 2020 juga yang
tertinggi dari tahun -
tahun sebelumnya,
walaupun untuk
partisipasi di Kabupaten
Pekalongan Selalu tinggi

diatas 65%.

Berdasarkan penjelasan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa,

Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020 dalam pelaksanaan pilkada 2020 di Kab.

Pemalang tidak Efektif karena tingkat partisipasinya tidak sesuai target dari

KPU R,

dan Kab. Pekalongan Efektif karena tingkat partisipasinya sesuai

ketetapan KPU RI, meskipun sempat ada kekhawatiran tentang sedikitnya
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jumlah partisipan, akan tetapi kekhawatiran itu hilang, mengingat jumlah
partisipasi pemilih cukup tinggi karena di situasi pandemi Covid — 19. KPU RI
menargetkan untuk tingkat partisipasi di tingkat nasional adalah 77,5%.
Meskipun Jumlah Partisipasi di Kabupaten Pemalang belum mencapai target
nasional, akan tetapi dalam Pilkada 2020 kemarin untuk partisipasinya
merupakan yang tertinggi dari Pilkada tahun - tahun sebelumnya yaitu 69,10%.
Sedangkan di Kabupaten Pekalongan tingkat partisipasinya yaitu 78%, hal ini
bisa dikatakan mencapai target nasional yaitu 77,5%. Untuk tingkat partisipasi
di Kab. Pekalongan dalam Pilkada 2020 juga yang tertinggi dari tahun — tahun
sebelumnya, walaupun untuk partisipasi di Kabupaten Pekalongan Selalu tinggi
diatas 65%. Tingginya tingkat partisipasi dari kedua Kabupaten tersebut yaitu
salah satunya adalah dari suksesnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan
banyaknya para Pemudik yang pulang kedaerahnya akibat diberlakukannya
sistem Lockdown akibat pandemi Covid -19.

Pelaksanaan Pilkada 2020 banyak menuai kontroversi akan tetapi hal tersebut
mulai mereda akibat tingginya angka partisipasi pemilih dalam pilkada 2020.
Meskipun pada pilkada 2020 dalam pelaksanaanya berbeda dengan pilkada
tahun — tahun sebelumnya, meskipun pada saat ini bangsa Indonesia sedang
bertarung melawan wabah Covid-19 namun dengan protokol kesehatan yang
sangat ketat serta aturan pelaksanaan pilkada yang terencana dan aman bagi
warga masyarakat Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, maka
diharapkan terpilihnnya kepala daerah secara demokratis dan mampu

menghasikan pemimpin daerahnya yang lebih baik untuk kedepannya.
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B. SARAN
Selanjutnya beberapa saran peneliti sampaikan untuk tanggapan kedepan, sebagai
berikut :

1. Diketahui dalam Efektifitas pelaksanaan pada Pilkada 2020 di Kab. Pemalang
dan Kab. Pekalongan tersebut cukup baik dan meningkat walaupun dalam
situasi Covid — 19. Untuk itu semoga dalam pelaksanaan Pilkada selanjutnya
bisa konsisten untuk tingkat partisipasinya atau bahkan lebih tinggi.

2. Diketahui terkait perbandingannya, walaupun dalam pelaksanaannya berbeda
tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensukseskan pilkada 2020
pada masa pandemi Covid — 19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

3. Teruntuk peneliti dan segenap generasi muda baik di Kabupaten Pemalang
maupun di Kabupaten Pekalongan harapannya mampu mengembangkan dan
berdedikasi dalam mensukseskan demokrasi dan mulai sadar betapa pentingnya
memberikan hak suaranya. mungkin satu suaramu tidak berdampak apa — apa,
tetapi satu suaramu dapat mentukan masa depan daerahmu 5 (lima) tahun

kedepan.
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